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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI V DPR RI 
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  

PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Tahun Sidang : 2011 – 2012 
Masa Sidang : II 
Rapat : Ke - 5 (lima) 
Jenis Rapat : Rapat Kerja 
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2011 
Sifat : Terbuka 
Pukul : 09.45 WIB s.d 12.15 WIB 
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) 

Acara : -  Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
Semester I Tahun 2011; dan 
- Evaluasi Pelaksanaan APBN 2011. 

Ketua Rapat : Nusyirwan Soejono, ST 
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih 
Hadir Anggota :       dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI 
Hadir Mitra : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran 

terkait lainnya. 
 
 

 
 

 
 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 
 

 

I. PENDAHULUAN 

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 09.45 WIB, kemudian diskors selama 30 menit. 
Skors dicabut kembali setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk 
umum.  

2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri 
Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari ini adalah untuk membahas tindak lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 dan evaluasi pelaksanaan APBN 2011. 

3.  Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal untuk 
menyampaikan paparan dan penjelasannya. 

4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan 
tanggapan dan pertanyaan. 
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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 
 

1. Komisi V DPR RI memahami Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal atas 

terlaksananya semua tindak lanjut dari rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 

Tahun 2011 atas Laporan Keuangan TA 2010. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang mendapat predikat Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) untuk terus berupaya meningkatkan predikat tersebut pada masa 

yang akan datang dengan meningkatkan  Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 

penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 

 

2. Terkait capaian realisasi anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang 

hingga 30 November 2011 tercatat baru sebesar 42%, Komisi V DPR RI meminta untuk 

meningkatkan capaian serapan baik realisasi fisik maupun keuangan sesuai dengan target 

sebesar 86,09%, dengan segera menyelesaikan berbagai penyebab rendahnya serapan 

anggaran. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pembangunan 

Daerah Tertinggal untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang lebih baik terhadap 

program/kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.   

 
 

 
 

III. PENUTUP 

       Rapat ditutup pukul 12.15 WIB. 

 

         Jakarta, 1 Desember 2011 
 

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
 

TTD 
 

 

A. HELMY FAISHAL ZAINI 

 
 

 
KETUA RAPAT, 

 

TTD 

 
NUSYIRWAN SOEJONO 
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Catatan : 

Diharapkan serapan mencapai 71% 


